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ABSTRACT. This research explores the impact of financial inclusion on the growth of Micro, Small and Medium
Enterprises (MSMESs) in Central Kalimantan, Indonesia, during the 2011-2021 period. Data analysis shows an
increase in financial services account ownership from 20% to 52%, contributing to economic growth and a
decrease in the unemployment rate. This study highlights the role of government policy in promoting access to
financial and supporting services for MSMEs, which is crucial in developing local economies and social welfare.
The implications of these findings recommend strengthening financial inclusion policies and increasing support
for MSMEs to optimize economic growth and expand employment opportunities in Central Kalimantan.
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ABSTRAK. Penelitian ini mengeksplorasi dampak inklusi keuangan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah, Indonesia, selama periode 2011-2021. Analisis data
menunjukkan peningkatan kepemilikan akun layanan keuangan dari 20% menjadi 52%, berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran. Studi ini menyoroti peran kebijakan pemerintah
dalam mempromosikan akses ke layanan keuangan dan pendukung terhadap UMKM, yang krusial dalam
mengembangkan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial. Implikasi dari temuan ini merekomendasikan penguatan
kebijakan inklusi keuangan dan peningkatan dukungan untuk UMKM guna mengoptimalkan pertumbuhan
ekonomi dan memperluas peluang kerja di Kalimantan Tengah.

Kata kunci : Inklusi Keuangan, UMKM, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan, yang didefinisikan sebagai ketersediaan dan kesetaraan akses ke
berbagai layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, merupakan salah satu pilar
penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya
akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan layanan pembayaran, yang
tidak hanya esensial untuk pertumbuhan individu dan bisnis, tetapi juga untuk kemajuan
ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
muncul sebagai aktor kunci dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang, di mana
mereka berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan
kerja, dan distribusi pendapatan.

Palangkaraya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Indonesia,
memiliki peran strategis dalam ekonomi regional dan nasional. Wilayah ini, yang kaya akan
sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM, berada di
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persimpangan jalan untuk memanfaatkan inklusi keuangan sebagai alat untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun
potensinya yang besar, Palangkaraya, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi
tantangan dalam memastikan akses yang luas dan merata ke layanan keuangan bagi UMKM
dan masyarakatnya.

Pentingnya inklusi keuangan bagi UMKM tidak bisa dianggap remeh. UMKM sering
kali mengalami kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional karena berbagai alasan,
termasuk kurangnya jaminan, rekam jejak kredit yang terbatas, dan struktur biaya yang tinggi.
Tanpa akses ke pembiayaan, UMKM kesulitan untuk berkembang, berinovasi, dan
berkompetisi di pasar yang semakin global. Ini berarti bahwa inklusi keuangan bukan hanya
masalah akses, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan
keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, peningkatan akses ke layanan keuangan dapat
membantu UMKM di Palangkaraya untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas
pasar, dan akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyediakan akses ke layanan
keuangan, individu dan keluarga dapat lebih baik mengelola risiko keuangan, meningkatkan
tabungan, dan berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, yang semuanya merupakan
determinan penting dari kesejahteraan jangka panjang. Di Palangkaraya, di mana sektor
informal masih mendominasi perekonomian, inklusi keuangan bisa menjadi katalisator untuk
integrasi ekonomi yang lebih luas, memberikan jalan bagi individu dan UMKM untuk
berpartisipasi lebih penuh dalam perekonomian formal.

Namun, pencapaian inklusi keuangan yang efektif memerlukan upaya kolaboratif
antara pemerintah, sektor keuangan, UMKM, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Ini
termasuk pengembangan kerangka kebijakan yang mendukung, peningkatan literasi keuangan
di kalangan masyarakat dan pemilik UMKM, serta penerapan teknologi keuangan (fintech)
untuk memperluas jangkauan dan mengurangi biaya layanan keuangan. Di Palangkaraya,
inisiatif semacam ini dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang ada dan membuka
peluang baru untuk pertumbuhan dan kesejahteraan.

Melalui artikel ini, penulisank bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara inklusi
keuangan, pertumbuhan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan
Tengah. Analisis ini akan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam
mengakses layanan keuangan, serta dampak inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan ini, artikel ini berharap dapat memberikan
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wawasan yang berharga dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan

mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Palangkaraya dan wilayah sekitarnya.

TINJAUAN LITERATUR

Inklusi keuangan telah dikenali sebagai salah satu pendorong kunci dalam
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
meningkatnya akses ke layanan keuangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat
memperoleh modal yang diperlukan untuk ekspansi, sementara individu mendapat kesempatan
untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka melalui tabungan, kredit, dan produk keuangan
lainnya. Penelitian terkini di berbagai wilayah dunia telah menunjukkan hubungan yang
signifikan antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan
masyarakat, menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung ekosistem keuangan yang
inklusif.

Ahmad et al. (2020) menggarisbawahi pentingnya teknologi mobile dalam mendukung
inklusi keuangan di Afrika, menyoroti bagaimana mobile money telah merubah akses ke
layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Teknologi ini membuka peluang baru untuk
UMKM dengan menyederhanakan transaksi keuangan dan menurunkan biaya operasional. Hal
ini sejalan dengan temuan Atiase et al. (2019), yang mengidentifikasi dampak signifikan kredit
mikro oleh Organisasi Non-Pemerintah Keuangan (FNGOs) terhadap pertumbuhan lapangan
kerja di Ghana, menunjukkan bagaimana inklusi keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM.

Selanjutnya, Pesqué-Cela et al. (2021) menawarkan pandangan menyeluruh mengenai
definisi dan pengukuran inklusi keuangan, menekankan pentingnya inklusi keuangan dalam
agenda pembangunan global. Studi mereka menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk
memvalidasi berbagai indikator inklusi keuangan, yang menunjukkan bahwa akses dan
penggunaan layanan keuangan yang luas memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks serupa, Thathsarani et al. (2023) mengeksplorasi bagaimana faktor
permintaan, pasokan, dan institusional mempengaruhi inklusi keuangan UMKM di negara
berkembang, menunjukkan kompleksitas hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan
UMKM.

Penelitian oleh Zhang et al. (2023) tentang pengaruh digitalisasi terhadap pembiayaan
UMKM di China menyoroti bagaimana teknologi digital telah meningkatkan inklusi keuangan
dengan memperluas akses ke modal bagi UMKM. Temuan ini menggambarkan bagaimana

inovasi teknologi dapat mengatasi hambatan tradisional dalam akses keuangan dan mendukung
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pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Toure (2021) menambahkan perspektif tentang peran
pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, menekankan pentingnya kebijakan
pemerintah dalam memfasilitasi akses ke layanan keuangan dan mengidentifikasi dampaknya
terhadap kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan konsensus bahwa inklusi keuangan
memiliki dampak positif yang luas, dari peningkatan akses ke layanan keuangan hingga
dukungan terhadap pertumbuhan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan inklusi keuangan dalam mencapai tujuan-tujuan ini sangat bergantung pada
kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan inovasi teknologi. Seperti yang dibahas oleh
Dorfleitner dan Roble (2018) serta Mahmood et al. (2022), kemajuan dalam inklusi keuangan
membutuhkan pendekatan holistik yang mengakui kompleksitas ekosistem keuangan dan
kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat. Melalui analisis yang mendalam,
penelitian-penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang dinamika
inklusi keuangan dan potensinya dalam membentuk masa depan pembangunan ekonomi dan

sosial.

PEMBAHASAN

Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, inklusi keuangan telah
menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat dari grafik proporsi
kepemilikan akun layanan keuangan di negara ini dari tahun 2011 hingga 2021. Data
menunjukkan bahwa persentase populasi dengan akses ke layanan keuangan formal telah
meningkat dari 20% pada tahun 2011 menjadi sekitar 52% pada tahun 2021. Peningkatan ini
mencerminkan kesuksesan dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan
sektor keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada lebih banyak orang.

Proporsi Kepemilikan Akun Layanan Keuangan di Indonesia
(2011-2021)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS
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Peningkatan inklusi keuangan ini tidak terjadi dalam vakum. Ini adalah hasil dari
berbagai kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memudahkan akses ke layanan keuangan
bagi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, program-program yang ditujukan untuk
mempromosikan literasi keuangan di kalangan penduduk, pengembangan produk keuangan
yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur keuangan,
terutama di daerah pedesaan dan terpencil, telah berkontribusi secara signifikan. Pemerintah
juga telah mendorong bank dan lembaga keuangan untuk lebih inovatif dalam menawarkan
produk dan layanan yang dapat diakses oleh segmen pasar yang lebih luas, termasuk UMKM
dan wirausahawan.

Khusus di Kalimantan Tengah, kebijakan pemerintah terhadap inklusi keuangan,
UMKM, dan kesejahteraan masyarakat telah memainkan peranan krusial. Dengan mengakui
pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, pemerintah provinsi dan
kabupaten telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung bisnis ini. Hal ini
termasuk penyediaan akses kredit yang lebih mudah, pembinaan kapasitas untuk meningkatkan
kualitas produksi dan manajemen usaha, serta fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui

berbagai platform.
Jumlah UMKM (unit)

125,000
100,000

75,000

Tahun

Sumber: BPS

Kenaikan yang dramatis dari tahun 2022 ke 2023, di mana jumlah UMKM hampir
menggandakan diri, mungkin menunjukkan suatu titik balik atau hasil dari sebuah inisiatif atau
perubahan kebijakan yang signifikan. Ini bisa jadi hasil dari investasi yang ditingkatkan dalam
infrastruktur lokal, insentif fiskal, atau program pendukung UMKM yang sukses. Penelitian
lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab tepat dari lonjakan ini, namun ada

beberapa kemungkinan yang bisa dipertimbangkan.
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Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peranan inklusi keuangan yang telah kita bahas
sebelumnya. Akses yang ditingkatkan ke layanan keuangan memberikan modal kerja dan
investasi yang diperlukan untuk startup dan ekspansi bisnis, yang secara langsung
meningkatkan jumlah UMKM. Ketersediaan kredit, kemudahan dalam transaksi finansial, dan
proteksi melalui produk asuransi dapat memperkuat fondasi UMKM untuk menghadapi
tantangan dan memanfaatkan peluang pasar.

Nama kab/kota Jumlah UMKM (unit)

Kota Waringin Barat ||| A  '°sco
Kab. Kota Waringin Timur _ 7.499
oo, kapucs | -.'77
Kab. Barito Selatan _ 8.215
Kab. Barito Utara || | I 83'°

Kab. Katingan - 2.256

ko, servyan NN 1013

Kab. Sukamara - 2328
Kab. Lamandau [l 2886
Kab. Gunung Mas - 3.856
Kab. Pulang Pisau _ 17.001

Kab. Murung Raya - 2.794

Kab. Barito Timur [ 462
Kota Palangkaraya — 9.504

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Dinamika ekonomi Palangkaraya, sebagai ibu kota Kalimantan Tengah, terlihat melalui
lensa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berasal dari sebuah latar belakang dengan
15.953 unit pada tahun 2014, UMKM di Palangkaraya telah melonjak secara signifikan,
menjadi simbol kegigihan dan inovasi lokal. Peningkatan jumlah UMKM menjadi 121.458 unit
pada tahun 2023 mencerminkan bukan hanya pertumbuhan numerik, tetapi juga perluasan
peluang ekonomi yang meluas dan semangat wirausaha yang merebak di kota ini.

Tren positif ini mungkin diakibatkan oleh serangkaian kebijakan dan inisiatif yang
sukses, yang mungkin termasuk investasi yang meningkat dalam infrastruktur lokal, insentif
fiskal, dan dukungan terhadap UMKM yang memperkuat ekosistem ekonomi Palangkaraya.
Hal ini tidak lepas dari pengaruh inklusi keuangan, di mana akses yang lebih besar ke layanan
finansial memberikan modal kerja dan investasi yang diperlukan untuk memulai dan
mengembangkan bisnis. Dengan fasilitas kredit yang lebih mudah, transaksi finansial yang
lebih efisien, dan produk asuransi yang membantu memitigasi risiko, UMKM di Palangkaraya

diberi dasar yang lebih kuat untuk tumbuh dan bersaing.
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Posisi Kredit UMKM pada Bank Umum
(Milyar Rupiah)
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Sumber: BPS

Dari tahun 2020 ke 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyaluran kredit
di semua kategori, yang mungkin mencerminkan respon terhadap kebijakan pemerintah untuk
merangsang ekonomi selama atau setelah dampak pandemi COVID-19. Inisiatif ini mungkin
termasuk relaksasi syarat kredit, subsidi bunga, atau program jaminan pemerintah yang
ditujukan untuk menjaga aliran likuiditas ke sektor UMKM.

Penurunan pada tahun 2022, khususnya di segmen usaha kecil dan menengah, bisa jadi
karena berbagai faktor, seperti pengetatan kredit, perubahan dalam kebijakan fiskal atau
moneter, atau mungkin karena UMKM mulai stabil dan tidak memerlukan kredit tambahan
setelah periode pemulihan. Penurunan ini bisa juga menandakan adanya pergeseran dalam

strategi pendanaan UMKM, dari pinjaman bank ke sumber pendanaan alternatif atau internal.

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021
Nama Kabupaten 2020 2021 2022
Kab. Kotawaringin Barat 4.76 4.7 451
Kab. Kotawaringin Timur 5.25 5.15 5
Kab. Kapuas 4.98 4,91 3.91
Kab. Barito Selatan 4.21 4.16 3.53
Kab. Barito Utara 5.29 5.14 4.82
Kab. Katingan 5.69 55 5.33
Kab. Seruyan 4.3 4.25 3.96
Kab. Sukamara 4.7 4.65 6.46
Kab. Lamandau 2.83 2.3 341
Kab. Gunung Mas 2.49 3.11 2.96
Kab. Pulang Pisau 2.63 2.6 1.96
Kab. Murung Raya 3.1 3.03 2.77
Kab. Barito Timur 2.91 3.22 2.95
Kota Palangkaraya 5.95 5.86 5.64

Sumber: BPS
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Palangkaraya menunjukkan sedikit penurunan tingkat pengangguran dari tahun 2020
ke 2022, dari 5,95% menjadi 5,64%. Penurunan ini mungkin terdengar kecil, namun hal ini
tetap menunjukkan kemajuan, apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan UMKM di kota
tersebut. Pertumbuhan UMKM di Palangkaraya tidak hanya berkontribusi pada keragaman
ekonomi, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Peningkatan
kepemilikan akun layanan keuangan menandakan bahwa warga Palangkaraya memiliki akses
yang lebih baik ke layanan finansial, yang esensial untuk mendukung ekspansi bisnis kecil dan
mikro. Ini penting, terutama mengingat Palangkaraya tidak hanya menjadi pusat pemerintahan
tetapi juga pusat perdagangan dan jasa.

Fakta bahwa Palangkaraya memiliki tingkat pengangguran tertinggi di antara daerah
yang tercatat dalam data tersebut menandakan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi dan
inklusi keuangan, masih ada ruang yang cukup untuk perbaikan. Fokus pemerintah daerah
mungkin perlu diarahkan pada penciptaan kebijakan yang tidak hanya mendorong pembukaan
usaha baru tetapi juga pada pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas
lapangan kerja.

Strategi pengembangan ekonomi di Palangkaraya harus mencakup dukungan bagi
sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, termasuk teknologi, pariwisata, dan layanan
kreatif, yang semuanya bisa mendatangkan manfaat signifikan bagi kota. Sebagai contoh,
pengembangan pariwisata yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal dapat
menciptakan berbagai peluang kerja yang tidak hanya berjumlah banyak tetapi juga
berkualitas. Selain itu, penting bagi Palangkaraya untuk memanfaatkan statusnya sebagai ibu
kota provinsi dalam menarik investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih luas. Dengan
infrastruktur yang baik, kebijakan yang mendukung, dan inisiatif yang berfokus pada
pengembangan UMKM, Palangkaraya memiliki potensi untuk mengurangi tingkat

pengangguran lebih lanjut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya,
telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 hingga 2021, yang
mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM. Peningkatan akses ke layanan keuangan
formal telah memberikan modal kerja dan kemudahan transaksi yang esensial bagi
pertumbuhan UMKM, yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun terdapat fluktuasi dalam distribusi kredit dan
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tingkat pengangguran yang bervariasi antar kabupaten/kota, trend keseluruhan menunjukkan
kemajuan ekonomi yang positif.

Pemerintah daerah Palangkaraya dan Kalimantan Tengah harus terus menerapkan
kebijakan yang mendorong inklusi keuangan dan mendukung UMKM untuk mempertahankan
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fokus pada pengembangan sektor dengan potensi
pertumbuhan tinggi seperti teknologi, pariwisata, dan layanan kreatif dapat menciptakan
peluang kerja berkualitas dan berdampak luas. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk
meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja serta memperbaiki infrastruktur untuk
mendukung investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih luas, yang akan berkontribusi pada
pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan.
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